GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah
Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan
efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan,
karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;

b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan
nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19
Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Menetapkan:

dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Nomor 13) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Biro Hukum terdiri dari :

a. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari ;

1. Subbagian Tata Hukum;
2. Subbagian Rancangan Hukum; dan
3. Subbagian Telaahan dan Pengesahan.



